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“Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan ketagwaan
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“Aku (Allah) i1 ketiga dart dua orang yang berserikat, selama
salah seorang diantara mereka tidak menghianati temannya,
apabila salah seorang telah berhianat terhadap temannya,
maka aku keluar dari antara keduanya”

(H R Abu Dawud)
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SISTEM BAGI HASIL LAHAN PERTANIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro)

ABSTRAK
Muallimin, M 2011 Skripsi Progam Stara 1 (S;), Progam Studi Muamalah Sekolah
Tinggi Agama Islam Sunan Gir1 Bojonegoro
Pembimbing (I) Dr H M Yasir, SH, M SI, (1) Al Mushtofa M HI

Kata Kunc1 Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian

Kerjasama pertaman d1 desa sumuragung 1tu sudah berlangsung dar tahun ke
tahun dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan perjanjian hitam di atas
putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan Dan hasil pertanian akan dibagi
dengan kesepakatan kedua belah pihak Kerja sama 1tu berimplikasi pada putusnya
akad atau perjanjian keduanya Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah,
apakah Islam mentolerir kerjasama tersebut?

Berpyak dart uraian di atas penulis tertarik untuk menehti (1) Bagaimana
deskripsi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuragung
Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana tinjauan Hukum
Islam tethadap sistem bagi hasil lahan pertanian di Desa Sumuiagung kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro?

Data penelitian 11 diperoleh melalur Masyarakat Desa Sumuragung yang
menjadi obyek penelitian Untuk menjawab persoalan-persoalan diatas, penulis
menggunakan metode interview dan dokumentasi Setelah seluruh data terkumpul
dari lapangan maka dilakukan anahsis data dengan menggunakan tekmk deskriptif
kualitatif

Dari penelitian imt didapatkan hasil, pertama, Praktek bagi hasil lahan
pertaman yang terjadi di Desa Sumuragung berawal dar beberapa warga yang
kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya karena penghasilannya hanya cukup
untuk memenuhi kebutuhan hidup saja Kondisi yang demikian inilah yang membuat
pemilik lahan pertaman merasa kasthan dan berinisiatif menolong masyarakat yang
tidak mampu dengan cara kerja sama pertanian yang mana nanti hasilnya dibagi
menjadi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap Kedua, Dalam pandangan
hukum TIslam, praktek bagi hasil lahan pertanian yang terjadi di Desa Sumuragung
tidak bertentangan dengan hukum Islam Karena dalam kenyataannya, praktek
tersebut sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik Artinya, saling menguntungkan
bagi kedua belah pihak, baik bagr pemilik lahan pertanian maupun petant penggarap
Schingga praktck ini mcrupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat sckitar,
apabila hal 1 dihilangkan maka akan mempersulit petani penggarap memenuhi
kebutuhan hidupnya Oleh karena niatnya yang didasari rasa tplong-menolong itulah
menjadikan akad m1 boleh dilakukan
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KATA PENGANTAR

Assalamualaitkum Wr Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skrist i1 Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar
Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan semoga tercurahkan kepada kita
para pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunah-sunah dan meneladam

perjuangan beliau dalam menegakkan din-Nya Amun

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesatkan studi
penulis guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi
Muamalah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Girt Bojonegoro Adapun judul
skripsi yang penulis ketengahkan disin1 adalah “Sistem Bagi Hasil Lahan Pertaman
Dalam Perspektif Hukum Islam”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi in1 jauh dari kesempurnaan dan
masth banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan disana-sini, untuk itu penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca yang

budiman demi kesempurnaan skripsi 1

Dapat terlaksananya penulisan skripsi i1 adalah berkat bantuan dan kerja
sama dar1 berbagar pihak, baik berupa materil maupun non materil, untuk itu hanya
Allah lah yang akan membalasnya dengan pahala yang setimpal Untuk itu penulis
mengucapkan terima kasth yang tak terhingga kepada

1 Yang teristtmewa sekal buat kedua orang tua, Ayahanda SYAMSUDDIN dan
Ibunda TINISIH yang tercinta yang telah banyak berkorban dan menguras

tenaga dan fikiran serta selalu memberikan pesan-pesan keislaman dan

vil



motivasi, demi kesuksesan anaknya Semoga segala usaha dan pengorbanan
beliau yang tak terhingga im mendapatkan keridhaan Allah SWT Amun

2 Semua keluarga besar dan adik tercinta (LUTHFI ROHMAWATI) terima kasih
atas dukungan dan do’a yang diberikan kepada penulis, karena tanpa dukungan
dan doa dar keluarga tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan pendidikan
mni

3 Bapak Drs H Badarruddin Ahmad, M PdI selaku Ketua Sekolah Tingg
Agama Islam (STAI) Sunan Gir1 Bojonegoro, yang telah member1 kesempatan
kepada penulis untuk kuliah si sekolah tinggi 1, sehingga penulis dapat
menyelesaikan studi sampai tingkat sarjana

4 Ibu IMROATUL AZIZAH, M Ag selaku Ketua Prodi Muamalah yang telah
memberikan persetujuan untuk judul skripsi yang penulis pilih

5 Bapak DRHM YASIR, SH, MSI dan Bapak ALI MUSTHOFA, M HI
selaku pembimbing skripsi I dan II, yang telah banyak mengorbankan tenaga
dan wajtunya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi 11

6 Bapak dan Ibu dosen di STAI Sunan gir1 bojonegoro, yang telah memberikan
bekal 1lmu pengetahuan yang memadar sampai1 dengan penyelesaian akhir stud:

7 Temen-teman seperjuangan Jurusan Muamalah STAI Sunan Gir1 Bojonegoro
dan teman kanbku semua yang telah banyak member1 motivasi dan bantuan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi i

8 Semua pihak tidak terkecuali yang telah memberikan bantuan kepada penulis

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama 1m
mendapat ridha dan pahala dar1 Allah SWT, karena hanya Allah lah yang dapat

membalas semua perbuatan baik tersebut

Penulis berharap semoga tulisan i1 dapat bermanfaat bagi penulis sendiri
dan pihak-pithak lain yang ingin menambah wawasannya dalam ruang lingkup
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penelitian 1 Akhirnya penulis memohon maaf atas kelemahan dan kekurangan yang
ada pada tulisan 1n1 dan mengucapkan terima kasih atas perhatian semua pthak

Wassalamualatkum Wr Wb

Bojonegoro, 17, Juli, 2011

Hormat saya,

M MU ALLIMIN
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT
dengan diber1 banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya
adalah akal fikiran Dengan 1tu manusia diharapkan bisa memelihara serta
memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik Allah menciptakan
manusia dengan derajat dan kedudukan yang tidak sama, ada tinggi dan
rendah, ada s1 kaya dan s1 miskin, ada besar dan juga kecil Adanya
perbedaan 1m supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain, dan
Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong dan menghormati
sesamanya karena pada hakekatnya semua adalah sama di hadapan Allah

SWT

Selain sebagar makhluk yang sempurna, manusia juga merupakan
makhluk individu yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah
menyediakannya dengan beragam benda untuk memenuhi kebutuhannya
Dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi

sendint oleh individu yang bersangkutan Dengan kata lain 1a harus bekerja



sama dengan orang lain Dan bentuk kerja sama 1tu harus sesuai dengan etika

agama

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi
dengan maksud member: arah bagi manusia dalam memenulu kebutuhan
hidupnya Al-Qur'an dan as-Sunnah juga mengisyaratkan bahwa manusia
diber1 kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan
ekonominya, baik dengan mengeksploitasi sumber alam secara langsung
seperti pertaman, pertambangan maupun yang tidak langsung seperti
perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lannya Sebagaimana firman

Allah Q S al-Mulk (15)

})5 of,
PNV )Jw‘)lfj@b@‘wbufbu@ T g ol 35

Artinya  "Diwalah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari
rezki-Nya Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dzbangkztkan

Pengelolaan bisnis dalam konteks pengelolaan secara efik (pantas)

mesti menggunakan landasan norma dan moralitas umum yang berlaku di

masyarakat Penilaian keberhasilan bisnis tidak saja ditentukan oleh

keberhasilan prests1 ekonomi dan finansial semata tetapi keberhasilan 1tu

! Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahnya, CV J-ART, Bandung, 2005



diukur dengan tolak ukur paradigma moralitas dan nilai-mla: etika, terutama

pada moralitas dan etika yang dilandasi oleh mlai-nilai sosial dan agama %

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti
orang lain atau masyarakat secara keseluruhan, bismis yang dilakukan
seorang muslim yang beriman mempunyai piakan landasan keyakinan
bahwa bisnis yang dilakukan bernilai amal 1ibadah mu'amalah, yaitu kegiatan
bisnis yang dilakukan dengan landasan dan pedoman atau peraturan Allah
dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Harapannya agar bisms yang dikelolah 1tu
membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai
bekal lmdup dan kehidupan, baik untuk hidup dan keldupan di duma

maupun untuk hidup dan kehidupan d1 akhirat g

Keterlibatan muslim dalam duma bisnis bukanlah suatu fenomena baru,
bahkan sejak zaman Rasulullah pun sudah terjadi Namun dewasa 1m1 bisnis
mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan
permasalahan yang terjadi Apalagi dengan munculnysa bentuk-bentuk baru,
mstitusi, metode dan teknik-teknik bisnis yang sebelumnya belum pernah ada

sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dumia bisnis, namun dalam

2 Muhammad Dyakfar, Etika Bisnis dalam perspektif Islami, UIN-Malang Press, 2007, hal

3 Ibid , hal 47



pikiran mereka ada semacam ketidakpastian, apakah praktek bisnis-bisnis

mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak

Sepertt halnya dengan kehidupan masyaiakat desa Sumuragung yang
mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup
mereka, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dergan tingkat
ekonomi yang berbeda-beda Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan
hidupnya tidak bisa lepas dan campur tangan pihak lain Praktek kerjasama
pertaman 1 berawal dan beberapa petani pemulik lahan yang kasihan
terhadap masyarakat yang tidak mempunyar lahan pertaman dan
perekonomiannya rendah Sehingga terjadilah akad kerjasama pertanian dan

keuntungannya dibagi dua antara pemilik lahan dengan petani penggarap

Praktek bagi hasil d1 Desa Sumuragung yang penulis ketahu1 sementara
dilakukan dengan membagi dua hasil panen tersebut dengan pemulik lahan,
disi yang berperan melaksanakan transaksi jual beli adalah petan:
penggarap sedang permilik lahan tidak tkut campur soal transaks: penjualan
hasil panen, jadi pemilik lahan tinggal menerima bagiannya saja, karena
kebanyakan pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, untuk biaya

lainnya di tanggung oleh petani pengga. ap



Kerjasama pertaman di desa sumuragung 1tu sudah berlangsung dan
tahun ke tahun, dan akad kerja sama tersebut tidak dibukukan dengan
perjanjian hitam di atas putih (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan
Dan pembagian hasil pertanian akan dibagi setelah petam:1 penggarap

memanen hasil panennya dengan kesepakatan kedua belah pihak

Kerja sama 1tu berimplikasi pada putusnya akad atau perjanjian
keduanya Sehingga pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah Islam
mentolerir kerjasama tersebut? Padahal Islam menganjurkan pada umatnya
untuk saling tolong menolong, meringankan beban, dan menghindar bentuk

eksploitas dan sebagainya

Berpyak dar1 uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti apakah
praktek kerjasama pertamian yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro yang sudah
menjad1 kebiasaan 1tu bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Dan

bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut?

B. Penegasan Judul
Untuk mempermudah pemahaman dan menghindan kesalahan persepsi
dalam penehiian i, maka akan dikemukakan penjelasan secara singkat

pengertian 1stilah yang terkandung dalam judul sebagai berikut



1, Sistem
Metode, cara yang teratur (untuk melakukan sesuatu)’

2 Bagi hasil lahan pertanian
Kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petam
penggarap, kemudian hasil panennya di bagi dua antara petam
penggarap dan pemiliktanah
Dalam terminolog: figh ulama mendefimsikan dengan, penyerahan
tanah pertaman kepada seoang petani untuk digarap dan hasilnya
dibagi berdua

3 Perspektif
Sudut pandang / pandangan *

4 Hukum Islam

Aturan Agama yang dibawa oleh Nab1 Muhammad SAW

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapar dirumuskan riasalahnya

sebagai berikut

* Dahlan Yacub, kamus tlmiah populer, Atkola, Surabaya, 1994, hal 712
S Ibid , hal 592



1 Bagaimana deskripsi tentang pelaksanaan sistem bagi hasil lahan
pertanian di1 Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro?

2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan
pertamian di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro?

D. Tujuan dan Manfaat Penehtia.
Tujuan Penelitian
1 Untuk mendeskripsikan sistem bagi hasil lahan pertamian di Desa
Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
2 Untuk menetapkan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan
pertaman di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten
Bojonegoro
Manfaat Penelitian
Hasil penelitian 1n1 diharapkan untuk
Dari segi teoritis, hasil penelitian 1m diharapkan untuk
1 Memperkaya khasanah 1lmu pengetahuan di bidang Hukum Islam,
khususnya di bidang Figh Muamalah dan dapat digunakan sebagai
acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan

2 Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya



Dar segi praktis, hasil penelitian 1m diharapkan untuk
1 Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang
sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi subyek penelitian
2 Mengetahu1 dan menetapkan status hukum dan kerja sama
pertaman Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten

Bojonegoro

E. Kerangka Teon

Konsep Kerjasama Pertanian dalam Hukum Islam telah tertuang secara
sistematis dalam figih-fiqih klasik maupun kontemporer Berkut beberapa

konsep yang dapat di jadikan pisau analisis pembahasan penelitian 1
1 Kerjasama pertaman (al-Muzara’ah) dalam kebiasaan di Indonesia
d1 sebut sebaga1 “paron sawah” tapt tidak di negara lain seperti
Irak menyebutnya al-Mukhabarah, tap: praktek 11 bibit yang akan
d1 tanam oleh petan1 penggarap berasal dar1 pemilik lahan Sedang
dalam al-Muzara'ah bibit yang akan ditanam oleh petam

penggarap boleh dar1 pemilik lahan 6

Dalam terminolog:t fiqih terdapat beberapa defimsi al-

Muzara’ah yang d1 kemukaka ulama’ figith

6 Nasrun Haroen, Figth Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 276



Ulama’ Malikiyah mendefinisikan dengan ’
o & ° 2oy
¢ o p % as” e

Artinya Perserikatan dalam pertanian
Menurut ulama’ Hanabilah ®

L4 5 e R 5T W55 8 ) o o
Artinya Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petan: untuk
digarap dan hasilnya dibagi berdua

2 Akad al-Muzara’ah bertuyjuan untuk saling membantu antara
pemilik lahan dengan masyarakat yang tidak mempunyai lahan
tapt punya kemampuan untuk menggarap lahan pertaman,
sedangkan pemilik lahan tidak mampu menggarap semua lahan
yang d1 miliki Jadi wajar jika pemilik lahan bekerja sama dengan
petam penggarap dengan ketentuan hasil mereka bagi sesuai

dengan kesepakatan bersama

Firman Allah dalam Q S al-Maidah 5 2

e )
opaadly 3T Jo 15515 N5 05388015 T Je 148353

" Ibid. hal, 275
8 Rachmat Syafei, Figih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 206
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Artinya  Bertolong-tolonganlah kamu atas kebajikan dan
ketagwaan dan jangan bertolong-tolongan atas dosa
dan permusuhan

Menurut ulama’ Malikiah dalam sebuah riwayat di katakan

bahwa '°

o Lo SorS., ~s S0 Aroe

R n v e pd or s L £ e
Fey) LS,&LJJ}-\JU f@,{w\) T)J"gﬁﬁ‘b))d‘"u’w‘u‘b'

® -0
ord o - <

ade &) o 3505 0T 28 ) e gl ol i a2 2 Oladd
11 o- of 7o ce 2 80 oo S o e T0E7 L

g)JJ‘fqWCﬁV}%ﬁ»Jﬁf&brb)
Artinya Rasulullah SAW Melakukan akad muzara’ah dengan
penduduk khaibar, yang hasiinya dibagi antara rsul dan
para pekerja (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, an-
Nasa’1, Ibnu Majah, at-Tirmizi, dan Imam Ahmad 1bn

Hanbal dar1 Abdullah 1bn Umar)

3 Kerjasama pertanian sudah banyak dibahas dalam fiqih klasik
maupun kontemporer Para ulama’ disin1 berbeda pendapat tentang
al-Muzara’ah, seperti Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail,
pakar fiqith Hanafi, berpendapat bahwa akad al-Muzara’ah tidak
boleh, karena akad al-Muzara’ah dengan bagi hasil, seperti seper

empat dan seper dua, hukumnya batal 12

® Departemen Agama Rl, al-Qur’an dan Terjemahnya, CV J-ART, Bandung, 2005
1 Nasrun Haroen, Op Cit, hal 277

! imam muslim, Sohth Muslim, maktabah syamilah v 3 28 juz 5 hal 26

12 Nasrun Haroen, Op Cit hal. 276
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Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah, Hanabilah, abu Yusuf
(113-183H/731-797M), Muhammad 1bn al-Hasan asy-Syaibani
(748-804M), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama’ al-
Zahinyah berpendapat bahwa akad al-Muzaro’ah hukumnya
boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petam

sebagai serikat dalam penggarapan sawah 13

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka m pada dasarnya adalah untuk mendapatkan
gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan
penehitian sejems yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga
tidak ada pengulangan

Dalam penelusuran awal sampai saat 1 penuhs belum menemukan
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaj tentang Sistem Bagi
Hasil Lahan Pertaman Dalam Perspektif Hukum Islam Namun sebelumnya
penulis pernah membaca skripsi saudara A ROFIQ Fakultas Syariah jurusan
Muamalah STAI Sunan Gir1 Bojonegoro tahun 2006 dengan judul "finjauan
hukum Islam terhadap praktek bagi hasil pertaman di desa pacul kec
bojonegoro kab bojonegoro” Secara garis besar skripsi 1m membahas

syarat-syarat dan kewajiban pihak yang melakukan perjanjian bagihasil

13 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatu’l Mujtahid, asy-Syifa, Semarang, 1990, hal 249
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terhadap praktek tersebut Akan tetapt dalam skripsi i1 secara gars besar
menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil lahan

pertamian terhadap masyarakat sekitar yang melakukan akad tersebut

G. Metode Penelitian
1 Jenis Penelitian
Dalam penehitian 1n1, peneliti menggunakan jemis penelitian
kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak
mencar1 atau menjelaskan hubungan, tidak menguj Aupofesis atau
membuat prediks: Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada
observas: dan setting alamiah Penelit1 bertindak sebaga1 pengamat yang
hanya membuat kategor1 prilaku, mengamat: gejala dan mencatatnya
dengan tidak memanipulasi variabel
Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebth menekankan hasil
penelitian kualitatif tidak selalu mencar1 akibat sesuatu, tetapi lebih
berupaya memahamu situasi tertentu, kemudian mencoba mendalami dan
menerobos gejala sampai pada kesimpulan Artinya, dalam penehitian
kualitatif ebih diartikan “proses yang diamat: sepert: prilaku atau sikap”
Sehingga dalam penyajian datanya berupa data deskriptif
2 Data Yang Dihimpun

Data yang akan dihimpun dalam penelitian adalah
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a Gambaran umum lokas1 Desa Sumuragung Keamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro yang meliputi keadaan geografis, keadaan
penduduk, keadaan sosisal ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan
keadaan sosial keagamaan

b Gambaran tentang pelaksanaan Kerjasama Pertamian di Desa
Sumuragung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

3 Sumber Data
Sumber data penelitian im1 dibedakan menjadi dua
a Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh dar1 sumber-
sumber ashi yang member1 informasi langsung dalam penelitian
dan data tersebut diantaranya
1) Respoden Yaitu orang-orang yang memberikan pernyataan
tentang suatu yang berkenaan dengan dirinya sendirn Dalam
hal 11 respondennya adalah petam: penggarap dan pemihik
lahan
2) Informan yaitu orang-orang yang memberikan keterangan
atau pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang
berkenaan dengn pihak lain dalam hal mm sebagai informan
adalah masyarakat Desa Sumuragung
b Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dar1 sumber yang

tidak langsung membern informas: atau data tersebut
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4 Populas1 dan Sampel
Dalam pembahasan skripsi 11 yang terjadi populasinya adalah para
petam penggarap Desa Sumuragung, yaitu petamt yang membutuhkan
lahan untuk di garap dan para pemilik lahan yang tak bisa menggarap
semua lahannya Dalam penelitan im pengambilan sampel hanya
diambil sebagian saja. Sampel tersebut penulis ambil dar pemilik lahan
yang akan diwakih oleh hma pemilik lahan, dan dar pihak petam
penggarap akan diwakili oleh 25 petam penggarap
5 Metode Penggalian Data
Metode penggalian data yang penulis pakai adalah
a. Pengamatan (observasi)
Yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan
mengamat1 secara langsung kegiatan kerjasama pertanian guna
memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut
b Wawancara (interview)
Dalam mencart data, selain penulis menggunakan metode
pengamatan, penulis juga menggunakan wawancara langsung
dengan pihak yang terkait, yaitu para petam penggarap dan para
pemilik lahan

6 Tekmk Pengolahan Data
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Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka
tahap berikutnya adalah tekmk pengumpulan data dengan tahap sebagai
berikut

a Pengolahan data secara edifing, yaitu memeriksa kembali data

yang diperoleh dar1 proses kerjasama dan hasil panen petam
terutama dan segi kelengkapan dan kesesuaian antara data yang
satu dengan yang lainnya

b Pengolahan data secara organizing, menganalisa hasil kumpulan

data guna memperoleh gambaran tentang sistem kerjasama
pertaman di Desa Sumuragung Kecamatan Sumberrejo
Kabupaten Bojonegoro
7 Metode Analisis Data
a. Metode induktif, metode 1n1 dipakai untuk menganalisa data khusus
berdasarkan kenyataan-kenyataan dar hasil niset kemudian diambil
kesimpulan yang bersifat umum
b Metode deduktif, metode mm dipakai untuk mencann dasar-dasar
ketentuan Nash Syar’i dan hasil ytihad ulama sebelumnya untuk
diterapkan pada kasus
H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dar skripst 11 diatur sebagai berikut
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BAB I Pendahuluan, merupakan sistematika dan skrips: yang terdin
dan Latar Belakang Masalah, Penegasan Judul, Rumusan Masalah, Tujuan
dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kajian Pustaka, Metode
Penelitian yang mencakup Jenis Penelitian, Data, Sumber Data, Populas: dan
Sampel, Metode Penggalian Data, Teknik Pengolahan Data, Metode Analisis

Data, serta Sistematika Pembahasan

BAB II Landasan Teori, Merupakan landasan teor1 dar penelitian yaitu
kerjasama lahan pertaman dalam Islam yang meliputi pengertian kerjasama
pertaman dalam Islam, dasar hukum, rukun, syarat, akad, dan berakhirnya
akad

BAB III Data Penelitian, yang meliputt keadaan umum masyarakat
yang terdin dan keadaan geografis, keadaan perekonomian Desa, keadaan
sosial budaya Desa, keadaan prasarana dan sarana Desa, keadaan
pemerintahan umum pelaksanaan kerjasama pertaman yang terdiri dar latar
belakang terjadinya sistem bagi hasil lahan pertanian Sistem bagi hasil lahan
pertaman di Desa sumuragung meliputi cara melakukan akad dan yjab qobul,

kuwajtban petam penggarap dan pemilik lahan, bagi hasil, berakhirnya akad

BAB IV Analisa dar1 Penulis Penelitian, yaitu Kerjasama Pertaman

Dalam perspektif Hukum Islam di Desa Sumuragug Kecamatan sumberrejo
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Kabupaten Bojonegoro yang meliputi latar belakang masalah, akad pab

qobul, bagi hasil, berakhirnya akad

BAB V Penutup, yang terdir1 dar1 kesimpulan dan saran
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BAB II

KERJASAMA LAHAN PERTANIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Kerjasama lahan Pertanian Dalam Islam
secara etimologi, al-Muzara’ah berart1 kerjasama di bidang pertanian

antara pemilik tanah dengan petam penggarap '

Sedangkan dalam terminologi figh terdapat beberapa defimsi al-

Muzara’ah yang di kemukakan ulama’ figh

Ulama’ Malikiyah mendefinisikannya dengan ?
YL
Artinya perkongsian adalah bercocok tanam

Menurut ulama’ Hanabilah al-Muzara’ah adalah ?
LA 400 Wl R S Qe e et s

Artinya Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau
mengelolanva, sedangkan tanaman (hasinva) tersebut dibagi di
antara keduanya

' Nasrun Haroen Figh Muamalah Gaya Media Pratama Jakarta 2007, hal 275 o~

2 Ad-Dardir, asy-Syarh al-Kubir ‘alu Husyrah ad-dasugor Dar al-Fikr Beirut Jihd 11T
hal 372

3 Ibnu Qudamah al-Mugni Dar al-Fikr Beirut, Jilid V hal 382
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Kedua defims1 im dalam kebiasaan di Indonesia disebut dengan
“paroan sawah” kerjasama pertamian 11 sudah dilakukan turun-temurun
sehingga masyarakat terbiasa melaksanakan akad tersebut tanpa
memperhatikan dari sisi keagamaan, juga tidak ada perjanjian secara tertulis
melainkan hanya berdasarkan kepercayaan antar sesama Tapi berbeda
dengan penduduk Irak mereka menyebutnya dengan al-Mughabarah Tetapi

dalam al-Mughabarah, bibit yang akan di1 tanam berasal dar1 pemilik tanah

B. Dasar Hukum
Dalam membahas hukum kerja sama pertamian terjadi perbedaan
pendapat para ulama Imam Abu Hamifah dan Zufair 1bn Huzail, pakar figh
Hanafi, berpendapat bahwa akad kerja sama pertaman (al-Muzara'ah) tidak
boleh Menurut mereka akad al-Muzara’ah dengan bagi hasil, seperempat
dan seperdua, hukumnya batal 1
Alasan Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail adalah sebuah hadis
bertkut °
B e S U e e e e ol s i JE 1 S0 f e
PN o e s e

Artinya Rasulullah SAW Yang melarang melakukan al-Mukhabarah
(HR Muslim dar1 Jabir ibn Abdillah)

4 Kamal 1bn al-Hummam, Fath al-Qadir Syarh al-Hidayah, Dar al-Fikr, Berrut, 1980, hal 32
3 Nasrun Haroen Op Cit, hal 276
® Imam mushm, Sokth Musiim, maktabah syamilah v 3 28, juz 5 hal 9
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Al-Mughobarah dalam sabda Rasulullah 1tu adalah al-Muzara ah,
seckalipun dalam al-Mukhabarah bibit yang akan ditanam berasal dar

pemilik tanah

Dalam riwayat Sabit 1ibn adh-Dhahhak dikatakan

KR e i Ua S e
O SO [E R L P L B losct IR U CRIL g gl A U 8
D O, Of sl 2 el et G endd e gen s
G R, G B B e e B e

T 2 gas O eI 0
Artinya Rasulullah SAW melarang al-Muzara’ah (HR Muslim)

Menurut mereka, obyek akad al-Muzara’ah belum ada dan tidak jelas
kadarnya, karena yang di jadikan imbalan untuk petan1 adalah hasil pertanian
yang belum ada dan tidak jelas ukurannya. sehingga keuntungan yang akan
di1 bagi, sejak semula tidak jelas Obyek akad yang bersifat al-Ma dum dan
al-Jahalah milah yang membuat akad im tidak sah Adapun perbuatan
Rasulullah SAW Dengan penduduk Khaibar dalam hadis yang dirtwayatkan
al-Jama’ah (mayontas pakar hadis), menurut mereka. bukan merupakan akad

al-Muzara’ah, adalah berbentuk al-kharq) al-mugasamah yaitu ketentuan

" Ikhid | juz 5 hal 24
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pajak yang harus dibayarkan petam: kepada Rasulullah setiap kali panen

dalam prosentase tertentu 8

Akad al-muzara’ah tidak sah, kecuali apabila al-Muzara’ah mengikut
pada akad al-Misagah (kerjasama pemilik kebun dengan petam1 dalam
mengelola pepohonan yang ada di kebun 1tu, yang hasilnya nant1 dibag
menurut kesepakatan bersama) Misalnya, apabila terjadi kerjasama dalam
pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang boleh di
manfaatkan untuk al-Muzara’ah, maka menurut ulama’ Safi’iyah, akad al-
Muzara’ah boleh dilakukan Akad im tidak berdiri sendir, tetapr mengikut

pada akad al-Musaqah®

Ulama’ Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf, Muhammad 1bn al-Hasan
asy-Syaibam, keduanya sahabat abu Hanifah, dan ulama’ azh-Zhahiriyah
berpendapat bahwa akad al-Muzara’ah hukumnya boleh, karena akadnya
cukup jelas, yaitu menjadikan petam sebagai serikat dalam penggarapan

sawah '°

§ Kamal 1bn al-Hummam, Op Cit, hal 32

° Nasrun Haroen, Op Cit, hal 277

19 Muhammad 1bn ‘Ali tbn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Awthar Dar al-Fikr, Beirut,
nhd V, hal 272
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Menurut mereka, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa

o 2o Ror s, -4 S0 s.0 £ %
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Artinya  Rasulullah SAW Melakukan akad muzara’ah dengan
penduduk khaibar, yang hasinya dibagt antara rsul dan
para pekerja (HR al-Bukhari, Muslim, Abu Daud an-
Nasa 1, Ibnu Majah, at-Timuzi, dan Imam Ahmad 1bn
Hanbal darn Abdullah 1tbn Umar)

Menurut mereka akad 1 bertujuan untuk saling membantu antara

petam dengan pemilik tanah pertanian Pemilik tanah tidak mampu untuk

mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak mempunyai tanah pertanian

Olch scbab itu adalah wajar apabila antara pcmlik tanah pcrsawahan

bekerjasama dengan petam penggarap tang tidak mempunyai lahan untuk

digarap, dengan ketentuan bahwa hasilnya mereka bagi sesuai dengan

kesepakatan bersama Menurut ulama’ Malikiyah dan Hanabilah akad

sepert1 1 termasuk kedalam firman Allah dalam surat al-Ma’idah.5 2 yang

berbunyai

/,}"‘, 2. .32 . - /: /,&‘ ,ig‘,,"‘ L /:,

05ty WSYT Jo 19500 N (658315 1 Je 155la0)

Artinya Bertolong-tolonganilah kamu atas kebajikan dan ketagwaan
dan jangan bertolong-tolongan atas dosa dan permusuhan 12

* Imam mushm, Op, Cit juz 5 hal 26
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C Rukun
Jumhur ulama’ yang membolehkan akad a/-Muzara’ah, mengemukakan rukun
dan syarat yang harus di penuhi, sehingga akad dianggap sah Rukun al-
Muzara’ah menurut mereka adalah

a. Pemuilik tanah

b Petami penggarap

¢ Obyek al-Muzara'ah, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja

petani, dan

d Djab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan gabul

(pernyataan menerima tanah untuk digarap dan petani)

Contoh 1jab qobul 1tu adalah, “saya serahkan tanah pertanian saya i
kepada engkau untuk digarap, dan hasinya nanti kita bagi berdua”
Kemudian petam1 penggarap menjawab, “saya terima tanah pertaman ini
untuk digarap dengan imbalan hasinya di bagi dua” Iika hal 1m telah
terlaksana, maka akad 1tu telah sah dan mengikat Namun, ulama’ Hanabilah
mengatakan bahwa penerima (qabul) akad al-Muzara’ah tidak perlu dengan
ungkapan, tetapt boleh juga dengan tindakan, yartu petamn langsung

menggarap tanah 1tu

2 Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahnya CV J-ART, Bandung, 2005
13 Nasrun Haroen, Op, Cit , hal 278
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D Syarat
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, berpendapat bahwa al-
Muzara’ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yag
melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar

dan tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam I’

1 Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad),
a. Mumayyiz, tetap1 tidak disyaratkan baligh
b Imam abu Hanifah menyaratkan bukan orang murtad, tetap:
ulama’ Hanafiyah tidak menyaratkannya
2 Syarat tanaman,
D1 antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, tetapi

kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada

pekenja

3 Syarat dengan garapan,
a Memungkinkan untuk digarap, yakm apabila ditanami tanah
tersebut akan menghasilkan
b Jelas
¢ Ada penyerahan tanah

4 Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan,

14 Rachmat Syafe’1, Fiqih Muamalah Pustaka Setia, Bandung, 2004, hal 208
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a Jelas ketika akad

b Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad

¢ Ditetapkan ukuran diantara keduanya, sepert1 sepertiga,
setengah, dan lain-lain

d Hasil dan tanaman harus menyeluruh di antara dua orang
yang akan melangsungkan akad tidak dibolehkan
mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad
hanya mendapatkan sekedar engganti bij

5 Tujuan akad,
Akad dalam muzara’ah harus didasarkan pada tujuan syara’

yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah

6 Syarat alat bercocok tanam,
Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern
dengan maksud sebagai konsekuens: atas akad Jika hanya
bermaksud menggunakan alat, dan tidak dikaitkan dengan akad,

Muzara’ah dipandang rusak

7 Syarat Muzara’ah
Dalam Muzara’ah diharuskan menetapkan waktu Jika

waktu tidak ditetapka, Muzara 'ah dipandang tidak sah
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Adapun syarat-syarat al-Muzara’ah, menurut jumhur ulama 15

1 Ada yang menyangkut orang yang berakad,

2 Benih yang akan ditanam,

3 Tanah yang dikerjakan,

4 Hasil yang akan dipanen dan

5 Yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus

orang yang telah balig dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat
seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum Pendapat lain dan
kalangan ulama’ Hanafiyah menambahkan bahwa salah seorang atau
keduanya bukan orang yang murtad (keluar dam agama Islam), karena

tindakan hukum orang yang murtad dianggap mauquf (tidak punya efek

hukum, sampai 1a masuk Islam kembal1)

Syarat yang menyangkut benith yang akan ditanam harus jelas,
sehingga sesuar dengan kebiasaan tanah 1tu, benih yang ditanam 1tu jelas dan

akan menghasilkan

Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah,
1 menurut adat d1 kalangan para petam, tanah 1tu boleh digarap dan

menghasilkan Jika tanah 1tu adalah tanah yang tandus dan kering,

15 Al-Bahuty, kasysyaf al-Qina, Dar al-Fikr, Beirut, jilid 111, hal 528
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sehingga tidak memungkinkan diyjadikan tanah pertanian, maka akad
al-Muzara’ah tidak sah

2 Batas-batas tanah 1tu jelas

3 Tanah 1tu diserahkan sepenuhnya kepada petai untuk digarap
Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertaman
1tu, maka akad al-Muzara’ah tidak sah

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebaga: berikut,

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pthak harus jelas

b Hasil 1tu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa
boleh ada pengkhususan

¢ Pembagian hasil panen 1tu ditentukan setengah, sepertiga, atau
seperempat sejak dar1 awal akad, sehingga tidak timbul perselisthan
dikemudian har, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu
karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah
jumlah 1tu atau dapat juga jauh melampau jumlah 1tu

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dyelaskan dalam

akad sejak semula, karena akad al-Muzara’ah mengandung makna akad al-

[jarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil

panen Oleh sebab 1tu, jangka waktunya harus jelas Untuk menentukan

jangka waktu 11, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat
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Untuk obyek akad, jumhur ulama’ membolehkan al-Muzara’ah,
mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang
akan ditanam datangnya dann pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah,

sehingga benithnya darn petam

Abu Yusuf dan Muhammad 1bn al-Hasan asy-syaibani menyatakan
bahwa dilihat darnn segi sah atau tidaknya akad al-Muzara’ah, maka ada

empat bentuk al-Muzara’ah, yaitu 16

a Apabila tanah dan bibit dar1 pemilik tanah, kerja dan alat dan petani,
maka hukumnya sah

b Apabila pemilik tanah hanya menyediakan tanah, sedangkan petam
menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga menjad1 objek al-
Muzara’ah adalah manfaat tanah, maka akad al-Muzara’ah juga
sah

c Apabila tanah, alat, dan bibit dar1 pemilik tanah dan kerja dan
petani, sehingga yang menjadi obyek al-Muzara’ah adalah jasa
petan1 maka akad al-Muzara’ah juga sah

d Apabila tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit

serta kerja dan petan1, maka akad 1 tidak sah Menurut abu Yusuf

dan Muhammad 1bn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat

16 Nasrun Haroen, Op, Cit, hal 279



Akad

29

pertanian dart pemilik tanah membuat akad 1m jadi rusak, karena
alat pertaman tidak boleh mengikut pada tanah Menurut mereka,
manfaat alat pertaman 1tu tidak sejenis dengan manfaat tanah,
karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan
buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah Alat

pertanian menurut mereka harus mengikut kepada petan1 penggarap,

bukan kepada pemilik tanah

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia di sebut “akad” dalam

hukum Islam Kata akad berasal dan kata al-‘aqd, yang berarti mengikat,

menyambung atau menghubungkan (ar-rabt) Sebagai suatu istilah hukum

Islam, ada beberapa definis1 yang diberikan kepada akad (perjanjian) 1

1 Menurut Pasal 262 Mursyid al-Hairan, akad merupakan,

“pertemuan 1jab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan kabul
dan pthak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, “pertemuan yab dan kabul
sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan

suatu akibat hukum pada objeknya ”

68

17 Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syariah, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal
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Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa '®

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan yab dan kabul
yang berakibat timbulnya akibat hukum Ijab adalah penawaran yang
diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang
diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang
pertma Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing
pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalh kterkaitan kehendak

kedua pihak yang tercermin dalam 1jab dan kabul

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah
pertemuan 1jab yang merepresentasikan kehendak dan satu pthak dan kabul
yang menyatakan kehendak pihak lain Tindakan hukum satu pihak, seperti
janjn memben1 hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad,
karena tindaka-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan

karena tidak memerlukan kabul

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum
Lebih tegas lag: tujuan akad adalah maksud bersama yang ditwju dan yang
hendak diwujudkan oleh para pithak melalu1 pembuatan akad Akibat hukum

akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (hukm al- ‘aqd) Tujuan akad

untk akad bernama (akad yang sudah ditentukan namanya oleh pmbuat

18 Ibid , hal 68
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hukum, spert1 (“al-yarah, al-ishtishan, dan al-mizara’ah”) sudah ditentukan
secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad untuk
akad tidak bernama (akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab
figith dibawah satu nama tertentu) ditentukan oleh para pithak sendir sesuai

dengan maksud mereka menutup akad

Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu 1

1 Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (at-
tamlik),

2 Melakukan pekerjaan (al-amal),

3 Melakukan persekutuan (al-isytirak),

4 Melakukan pendelegasian (at-tafwidh),

5 Melakukan penjaminan (at-tautsiq)

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang

sah dan mengikat haruslah dipenuh (1) rukun akad (2) syarat akad

1) Rukun akad
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga
sesuatu 1tu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang
membentuknya Rumah musalnya terbentuk karena adanya unsur-

unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding,

Y 1bid., hal 70
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atap, dan seterusnya Dalam konsep hukum 1slam, unsur-unsur yang

membentuk sesuatu 1tu disebut rukun

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-
rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum i1slam

kontemporer rukun yang membentuk akad 1tu ada empat, yaitu

1 Para pihak yang membuat akad (al- ‘aqidan),

2 Pernyataan kehendak para pihak (sighatul- ‘aqd),

3 Objek akad (mahallul- ‘aqd) dan

4 Tujuan akad (maudhu’ al-‘aqd) 20

Rukun yang disebut di atas harus ada untuk terjadinya akad
Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila
tidak ada pihak yang membuat akad, atau tida ada pernyataan
kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada

tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan 1m perlu dicatat bahwa sesungguhnya
para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang
membentuk substansi sesuatu Akan tetapi, ketika pengertian itu

diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang

2 Az-Zarqa’, al-figh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid al-Madhal al-Figh al-Amm, Dar al-Fikr,
Berrut, 1968-1969, juz I 312-313
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unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad
Apakah para pihak dan objek akad, yang merupakan suatu unsur
luar dan akad merupakan rukun? Dalam hal 1m jumhur (mayoritas)

ahli hukum 1slam memandang demikian

Bagi madhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad
adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad Akad sendin
adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak 1tu
diungkapkan melalu1 pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau
bentuk ungkapan lain dari masing-masing pthak Oleh karena 1tu,
unsur pokok yang membentuk akad 1tu hanyalah pernyataan
kehendak masing-masing pihak berupa yab dan gabul Adapun para
pthak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan
esens1 akad, dan karena itu bukan rukun akad Namun madhab 1m
mengaku1 bahwa unsur para pithak dan objek 1tu harus ada untuk
terbentuknya akad Tetapir unsur-unsur mm berbeda diluar akad,
sehingga tidak dinamakan rukun Rukun hanyalah substansi internal

yang membentuk akad, yaitu yjab dan qabul saja

Sebenarnya, secara substansial kedua pandangan d1 atas tidak
berbeda, karena ahli-ahli hukum Hanafi, yang menyatakan rukun

akad hanyalah 1jab dan kabul saja, mengaku1 bahwa tidak mungkin
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ada akad tanpa adanya para pithak yang membuatnya dan tanpa
adanya objek akad Perbedaan hanya trletak dalam cara pandang
saja, idak menyangkut substans: akad Ahli hukum Islam modem ,
az-Zarqa’, menggabungkan kedua pandangan 1tu dengan
mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas
dinamakan unsur akad dan salah satu unsur akad 1tu adalah rukun

akad, yaitu yab dan qabul Jadi az-Zarqa’ menyebutkan empat unsur

akad, yaitu
1 Para pihak,
2 Objek akad,

3 Tujuan akad, dan
4 Rukun akad
Dengan demikian, maka yang dimaksudnya dengan rukun

akad adalah pernyataan kehendak para pihak, yaitu jab dan qabul 4

2) Syarat akad

Syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaiyu

a Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’1gad)
Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad

di1 atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu

2 Ibid, Juz. 1 hal 313
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dapat berfungsi membentuk akad Tanpa adanya syarat-
syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk
akad Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud
dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (sywruth al-
inigad) Rukun pertama, yaitu para  pthak, harus
memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) tamyiz,
dan (2) berbilang (at-ta’addud) Rukun kedua, yaitu
pernyataan kehendak, harus memenuh1 dua syarat, yaitu
(1) adanya persesuaia yan dan gbul, dengan kata lain
tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatua jenis akad
Rukun ketiga, yaitu onjek akad, harus memenuhi tiga
syarat, yaitu (1) objek 1tu dapat diserahkan, (2) tertentu
dan dapat ditentukan, dan (3) omek 1tu dapat
ditransaksikan Rukun keempat, memerlukan satu syarat,

yaitu tidak bertentangan dengan syara’

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad im
disebut syarat-syarat terbentuknya akad (syuruth al-
in’igad) Jumlahnya, seperti terhhat dam apa yang

dikemukakan di1 atas, ada delapan macam, yaitu

1 Tamyiz,
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2 Berbilang pihak (at-ta’adud)

3 Persesuaian 1jab dan qabul (kesepakatan),

4 Kesatuan majelis akad,

5 Objek akad dapat diserahkan,

6 Objek akad tertentu atau dapat diten’ukan,

7 Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa
benda bernilar dan dimiliki/mutagawwimdan
mamluk)

8 Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’

Kedelapan syarat 1n1 beserta rukun akad yang
disebutkan terdahuludinamakan pokok (al-ashl) Apabila
pokok 1m tidak terpenuhi, maka tidok terjadi akad dalam
pengertian bahwa akad tidak memihik wujud yuridis syar’
apapun Akad semacam 1 disebut akad batil Ahli-ahlx
hukum Hanafi mendefimsikan akad batil sebagai akad
yang menurut syara’ tidak sah pokoknya, yaitu tidak
terpenuh1 rukun dan syarat terbentuknya Apabila rukun
dan syarat terbentuknya akad telah terpenubi, maka akad

sudah terbentuk

22 as-Sanhuri, Mashadir al-Haqq fi al-Figh al-Tslami, Ma’had ad-Dirasat al-Arabiyah al-
“Aliyah, Karro, 1956, Juz IV 134-5
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b Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhan)

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad
yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan
sebagai unsur penyempurna Perlu ditegaskan bahwa
dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu
akad memang sudah terbentuk dan mempunyar wujud
yuridis syar’i, namun belum serta merta sah Untuk
sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya
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